
 

 

 

 

 

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  23  TAHUN  2011 

TENTANG 

RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA INDONESIA 

TAHUN 2011-2014 

  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

  

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

  

Menimbang : a. bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara 

kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan 

langgeng karena itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, 

dilindungi, dan ditegakkan; 

  b. bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib 

tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-

undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan 

serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk 

memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, 

nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu 

masyarakat demokratis; 

  c. bahwa tugas penghormatan, pemajuan, pemenuhan, 

perlindungan, dan penegakan Hak Asasi Manusia merupakan 

kewajiban dan tanggungjawab Negara, terutama Pemerintah, 

dan diperlukan partisipasi masyarakat; 
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  d. bahwa Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia 

Tahun 2004-2009 telah berakhir dan akan ditindaklajuti dengan 

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 

2011-2014; 

  e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan 

Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 

Indonesia Tahun 2011-2014; 

  

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, 

Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, dan Pasal 

28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 

76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3209); 

  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan 

Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 

terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3277); 

  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614); 

  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan 

Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang 

Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, 

Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia) 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783); 

  6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan 

Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3789); 

\  7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO 

Convention Nomor 111 Concerning Discrimination In Respect of 

Employment and Occupation (Konvensi ILO Mengenai 

Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3836); 

  8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan 

International Convention on The Elimination of All Forms of 

Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang 

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852); 

\  9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3886); 

  10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak 

Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4026); 

  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 

109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4235); 
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  12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4419); 

  13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4437) sebagaimana telah diubah 2 (dua) kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

  14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan 

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 

(Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan 

Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4557); 

  15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan 

International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan 

Internasional Hak-hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4558); 

  16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 

Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4634); 

  17. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4635); 
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  18. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4720); 

 19. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4846); 

  20. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan 

Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4919); 

  21. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928); 

  

MEMUTUSKAN: 

MENETAPKAN : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA AKSI 

NASIONAL HAK ASASI MANUSIA INDONESIA TAHUN 

2011-2014. 

  

Pasal 1 

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :  

1.    Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah 

seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan 

manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan 

merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung 

tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan 

setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan 

martabat manusia. 
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